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Abstrak

Perkembangan pesat di dunia asuransi terkadang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola perusashaan yang baik sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengalami kasus-kasus kerugian seperti yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya yang gagal dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance sehingga perusahaan mengalami gagal bayar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan bahan hukum pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain dengan menggunakan pendekatan konseptual, studi kasus yang mengacu pada undang-undang. Tujuan daripada penulisan ini sendiri adalah untuk mengatahui bagaimana pengaturan prinsip Good Corporate Governance dalam perusahaan asuransi dan bagaimana hambatan ataupun kendala dalam penerapan prinsip tersebut dalam kasus gagal bayar PT Jiwasraya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan apa saja hambatan dan kegagalan yang dialami perusahaan khsusunya PT. Asuransi Jiwasraya dalam penerapan prinsip tersebut.
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Abstract

The rapid development in the world of insurance is sometimes not in line with the principles of good corporate governance so that not a few companies experience cases of loss such as those experienced by PT Asuransi Jiwasraya which failed to apply the principles of Good Corporate Governance so that the company experienced default. In this study the authors used the normative legal research method, namely research that examines document studies, namely using legal materials on written regulations or other legal materials using a conceptual approach, case studies that refer to the law. The purpose of this paper is to find out how the regulation of the principles of Good Corporate Governance in insurance companies and how obstacles or obstacles in the application of these principles in the PT Jiwasraya default case. The results of this study explain what are the obstacles and failures experienced by the company, especially PT Asuransi Jiwasraya in applying these principles.
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Pendahuluan

Di mana pun di dunia ini, ada risiko dan tragedi yang selalu menghantui manusia, setiap manusia juga mempunyai kemungkinan menghadapi suatu kerugian atau kehilangan akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Seperti halnya benda-benda berharga dicuri, kebakaran rumah, kecelakaan dan lain sebagainya. Kerugian yang disebabkan pun tidak semua bernilai kecil bisa jadi bernilai yang cukup fantastis, karena itu hal seperti ini perlu ditanggulangi oleh para pelaku usaha maupun para pekerja agar usaha tetap berjalan dengan lancar, maka dari itu seluruh resiko yang ada perlu ditanggulangi dengan menggunakan jasa asuransi sebagai proteksi jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pengertian asuransi sendiri berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian atau pertanggungan secara umum adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi.

Industri asuransi adalah bisnis yang menjamin perlindungan kepada pelanggan sekaligus mengambil uang dari pemerintah. Kebutuhan akan asuransi menjadi semakin nyata dengan munculnya dua pekerjaan ini. Pada intinya, perusahaan asuransi secara aktif memberikan rasa aman dan rasa optimis akan masa depan kepada individu dan organisasi di dalam masyarakat, selain itu perusahaan asuransi juga memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa bisnis akan bertahan dari kerugian ekonomi.

Industri asuransi mengalami perubahan yang cepat di beberapa bidang, termasuk manajemen, tenaga ahli, produk, dan teknologi, yang sudah tidak sesuai dengan praktik-praktik terbaik, selain itu proses perusahaan asuransi membayarkan jumlah pertanggungan kepada ahli waris tidak selalu mudah. Terkadang uang dapat diterima dengan cepat namun tak sedikit juga sering tertunda bahkan ada pihak pemegang polis yang tidak menerima. Jelas hal semacam ini membuat para pemegang polis merasa kecewa.

Di antara kasus-kasus tersebut yang kerap diperbincangkan dikalangan masyarakat adalah kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi PT. Jiwasraya. PT. Jiwasraya sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi. Nasabah dalam kasus ini merasa tidak menerima nilai pertanggungan yang dijanjikan, oleh karena itu kasus ini terjadi. Pada kasus gagal bayar Jiwasraya ini tercatat melibatkan 711 polis senilai 802 miliar.
 Yang paling tidak terduga adalah klaim konsumen yang tidak tercapai hingga akhir tahun 2020 sebanyak 16,1 triliun.
 Direktur utama PT. Jiwasraya mengakui pada saat itu perseroan menunggak pembayaran polis ratusan miliar hingga triliun disebabkan oleh pengelolaan perusahaan yang kurang hati-hati. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali demi menelusuri permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, jelas terlihat bahwa PT Jiwasraya memiliki masalah gagal bayar yang berdampak besar, terutama pada nasabah atau pemegang polis. Tidak hanya itu, jika membahas masalah ini secara lebih rinci, masih ada beberapa masalah tambahan lainnya, termasuk tata kelola perusahaan yang buruk dan kinerja manajemen aset.


Pengelolaan perusahaan yang baik, biasanya disebut sebagai GG (Good Governance) atau GCG (Good Corporate Governance), sangat penting untuk mengelola investasi dan bisnis yang sukses. Perlunya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan publik sebenarnya merupakan tujuan positif yang harus diwujudkan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif. dan perusahaan perlu adanya penerapan GCG (Good Corporate Governace) yang baik dan benar.
 Prosedur yang dikenal sebagai "tata kelola perusahaan yang baik" bertujuan untuk mendorong kinerja komersial jangka panjang dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip moral. Good Corporate Governance sebagai sebuah teori hukum perusahaan, teori ini harus dipraktekkan dengan terlebih dahulu mendefinisikan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi para pihak, khususnya perusahaan asuransi, untuk menerapkannya.
 Berbicara dengan bisnis yang memiliki badan hukum dan sesuai dengan hukum penting halnya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.


Di Indonesia kualitas penerapan Good Corporate Governace pada perusahaan-perusahaan pada umumnya masih lemah, sehingga untuk meningkatkan kualitasnya, para pelaku korporasi dan pemerintah harus menyadari hal ini. Untuk mencapai tata kelola yang baik, kesadaran ini harus terus dijaga dan dijadikan momentum. Implementasi Good Corporate Governace perusahaan asuransi harus dijalankan secara etis, efektif, dan profesional sekaligus melindungi nasabah mereka.


Pada penerapannya Good Corporate Governace telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut bagi perusahaan asuransi saat ini memasuki era baru dengan diberlakukannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sektor Perasuransian yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Tata kelola perusahaan yang baik harus diwujudkan tidak hanya dalam berbagai bentuk rencana aksi yang signifikan. Kebijakan ini merupakan langkah awal yang patut dipuji, namun perlu diterapkan secara lebih rinci sebelum dapat digunakan untuk mengevaluasi bisnis asuransi dan diperhitungkan oleh calon pemegang polis ketika memilih penyedia asuransi.

Kajian Pustaka

Teori Keadilan
Keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya menurt Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu netral, setara, dan tidak sewenang-wenang. Adil mengartikan bahwa setiap keputusan dinilai secara objektif, keadilan pada dasarnya setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang terjadi.


Di Indonesia keadilan itu sendiri dilambangkan oleh sila kelima dari pancasila menyatakan: “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun teori-teori tentang keadilan menurut para filsuf, yang terkenal adalah teori keadilan menurut John Rawls, meurut pendapatnya keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya suatu norma atau perturan.
 John juga mengemukakan beberapa prinsip yang ada dalam keadilan prinsip yang paling mendasar adalah :
a. Prinsip kebebasan yang sama besarnya (Principle of greatest equal liberty), menurt prinsip ini seluruh keuntungan masyarakat merupakan hak setiap orang dan setiap orang mempunya hak yang sama. Meskipun seseorang ingin mencari keutnungan pribadi, pada prinsip ini diperbolehkan asalkan kegiatan tersebut tetap menguntungkan seluruh pihak.
b. Prinsip ketidaksamaan, Prinsip ini menyatakan terdapatnya perbedaan dalam masyarakat bahwa perbedaan situasi harus diberikan aturan-aturan khusus agar sehingga masyarakat dengan golongan kebawah tetep memperoleh keadilan dan mendapat peluang untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Prinsip ini juga merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (difference principle), dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity)

Teori Penegakan Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyesuaikan hubungan-hubungan nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah dan pandangan-pandangan, tindak sebagai kesatuan nilai akhir dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai.

Teori Pemerintahan Yang Baik

Indonesia telah lama menerapkan konsep Good Governance atau pemerintahan yang baik, dalam UU No.30 Tahun 2014 menjadi dasar sebagai upaya pencegahan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam meningkatkan pemerintahan yang baik.

Terdapat pendapat beberapa ahli tentang Good Governance salah satunya adalah pendapat yang dikemukaan oleh Robert Charlick, ia mendefinisikan pemerintahan yang baik sebagai pengelolaan pemerintah secara efektif dengan membuat peraturan-peraturan demi menonjolkan nilai-nilai kemasyarakatan.

Prinsip-Prinsip Asuransi


Prinsip merupakan sesuatu yang menjadi dasar dan pedoman bagi praktik asuransi, adapun prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Fath), Pasal 251 KUHD memiliki konsep itikad baik ini dan menyatakan bahwa : “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar atau tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik yang ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”
b. Prinsip Kepentingan (Insurable Interest), Pasal 250 KUHD menyatakan gagasan tentang kepentingan yang dapat diasuransikan dengan mengatakan bahwa : “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian”
c. Prinsip Indemnitas (Indemnity), Prinsip ini menjadi dasar bagaimana kontrak asuransi beroperasi dan bagaimana tujuannya diarahkan. Tujuan asuransi adalah untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang diasuransikan atas nama penanggung.
d. Prinsip Kontribusi, penerapan prinsip kontribusi pada asuransi jiwa berbeda dengan asuransi kerugian pada umumnya karena kontribusi pada asuransi jiwa memungkinkan beroperasinya semua polis yang dibeli oleh nasabah jika terjadi klaim. Nasabah dapat membeli beberapa produk asuransi jiwa dalam waktu yang bersamaan.
e. Prinsip Proxima Cause, Prinsip ini memberikan pertimbangan pada penyebab terdekat ketika menyelesaikan klaim. Klaim nasabah dapat memiliki beberapa penyebab, sehingga sebelum membayar klaim, harus ditentukan penyebab mana yang paling dekat, sesuai dengan prinsip proxima cause.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yaitu dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Tentang Hukum Asuransi meliputi UU No. 40 Tahun 2014, KUHD dan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29/POJK.05/2020. Penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif-yang terkonsentrasi pada tinjauan penelitian hukum positif-untuk penelitian hukum normatif ini. Dalam contoh ini, bahan hukum tertulis mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia.
Hasil dan Pembahasan

Pengertian Asuransi Di Indonesia
         Secara umum asuransi merupakan sebuah perjanjian atau persetujuan yang telah dilakukan oleh dua belah pihak yang dimaksudkan adalah tertanggung dan penanggung dimana tertanggung bersedia membayar premi sesuai perjanjian dan pihak penanggung wajib menanggung kerugian tertanggung jika terjadi peristiwa di masa yang akan datang yang menyebabkan tertanggung mengalami kerugian. Dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian  sering memakai kata “Perasuransian” sebagai istilah hukum (legal term) yang sering digunakan. Istilah "asuransi" bermula dari kata insurance, yang mempunyai arti perlindungan terhadap sesuatu terhadap ancaman atau bahaya yang mengakibatkan kerugian.


Pengertian lain tentang asuransi dikemukaan oleh para ahli. Menurut Subekti, asuransi adalah sebuah perjanjian dimana bisa dibilang sebagai jenis perjanjian untung-untungan dimana didasarkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi di waktu yang akan datang yang menentukan untung ruginya salah satu pihak. Terdapat juga salah seorang ahli yaitu Emmy Pangaribuan yang mengungkapkan bahwa asuransi merupakan pengaturan di mana penanggung menerima premi dari tertanggung dan terikat untuk membebaskan mereka dari kerusakan yang tidak pasti. Sedangkan menurut Robert I Mehr mengklaim bahwa menggabungkan sejumlah unit yang berisiko ke dalam satu polis asuransi memungkinkan kerugian individu secara kolektif diperkirakan, dibagikan, dan disebarkan secara merata diantara seluruh unit dalam kombinasi tersebut.

Pengaturan Perusahaan Asuransi Dalam Hukum Asuransi Indonesia

Dalam pengaturannya perusahaan asuransi berpatokan pada UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan juga lebih detail nya diatur dalam POJK.
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014

Dalam UU RI No. 40 Tahun 2014 pada Pasal 35, perusahaan asuransi harus berbentuk kooperasi atau badan hukum sebagai syarat untuk mendirikan suatu perusahaan asuransi, sebagaimana badan hukum yang dimaksudkan adalah PT, Persero, Koperasi, atau badan hukum lainnya. Setiap anggota dari perusahaan asuransi tersebut dikatakan sebagai pemegang polis yang dimana memiliki hak dan tanggung jawab kepada pihak perusahaan ketika telah melakukan kesepakatan kontrak kerja sama. Perjanjian asuransi memiliki beberapa sifat yang melekat yang berlaku universal yaitu : asuransi adalah perjanjian pribadi, perjanjian sepihak, perjanjian bersyarat, perjanjian yang disiapkan sepihak.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang


Dalam KUHD terdapat 2 cara pengaturan asuransi yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus, masing-masing diatur dalam Bab dan Pasal yang berbeda dalam KUHD. Pengaturan asuransi secara umum dijelaskan pada KUHD Buku 1 Bab 9 Pasal 246-Pasal 286, ketentuan tersebut berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD. Sedangkan yang bersifat khusus diatur pada Buku 1 Bab 10 KUHD Pasal 287-Pasal 308 dan Buku 2 Bab 9 dan 10 Pasal 592-695. Dalam KUHD pengaturan asuransi mengutamakan dari segi keperdataan dengan dasar sebuah perjanjian antara dua belah pihak yaitu tertanggung dan penanggung dimana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Perjanjian asuransi juga dibuat secara tertulis dalam bentuk akta dimaksudkan agar lebih spesifik dan menjadi bukti yang konkrit yang disebut sebagai polis asuransi.

Pengertian Good Corporate Governnace


Di Indonesia prinsip ini mulai dikenal sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan tahun 1997 yang disebabkan oleh tidak dikelolanya perusahaan secara tanggung jawab yang mengabaikan regulasi dan mengakibatkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah Indonesia menciptakan lembaga khusus untuk merumuskan dan menyusun kebijakan mengenai Good Corporate Governance serta untuk memantau perbaikan dalam bidang ini, lembaga tersebut yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).

Good Corporate Governance merupakan kata lain dari tata kelola perusahaan yang baik, pengertian Good Corporate Governance sendiri terdapat pada POJK No. 29/POJK.05/2020 yaitu : “Tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan atau diterapkan oleh perusahaan guna untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Asuransi 


Good Corporate Governance sebagai suatu prinsip wajib di dalam perusahaan yang perlu diterapkan lebih dahulu untuk menetapkan pedoman-pedoman yang menjadi dasar bagi para pihak.
 Kewajiban penerapan prinsip ini pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia telah diatur dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan lebih detailnya diatur dalam POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014 Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Dalam kedua peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci apasaja yang menjadi unsur dari penerapan Good Corporate Governance agar sebuah perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik terdapat 5 prinsip yang harus dilaksanakan sebuah perusahaan, prinsip inilah yang mendasari suatu proses dan mekanisme perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan, 5 prinsip tersebut antara lain : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kewajaran, 

Hambatan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance


Good Corporate Governance erat kaitannya dengan aspek hukum, di Indonesia penerapan prinsip tersebut dipengaruhi oleh faktor  budaya dan historis, faktor tersebut merupakan kendala bagi pemerintah dalam melakukan penerapannya karena seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan historis. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat yang menjadi faktor sulit dalam penerapan prinsip ini namun jika penerapan prinsip ini berjalan dengan baik maka dapat membantu sebuah perusahaan keluar dari permasalahan krisis ekonomi.


Beberapa yang mungkin menjadi kendala bagi perusahaan terutama perusahaan asuransi dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance :

a. Kendala Hukum, yang dimaksudkan kendala dalam hal hukum adalah sejauh ini belum ada penegakan sanksi yang tegas tentang pengaturan Good Corporate Governance bagi perusahaan yang tidak melakukan penerapan maupun sudah melakukan penerapan prinsip tersebut namun masih kurang maksimal.

b. Kendala Budaya, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Indonesia merukapan Negara yang kaya akan budaya dan nilai historisnya, oleh sebab itu prinsip Good Corporate Governance menurut beberapa pandangan hanya sebuah bentuk kepatuhan terhadap peraturan bukan sebuah sistem yang wajib dijalankan oleh sebuah perusahaan. Maka dari itu banyak perusahaan khusus nya perusahaan asuransi di Indonesia yang belum sepenuhnya menerpakan prinsip tersebut sehingga berkurangnya efektivitasnya. Sama halnya juga seperti tidakan penyelewengan yang tidak sedikit menjadi budaya yang kerap kali dibiarkan terus terjadi, hal ini tentu bertentangan dengnan prinsip Good Corporate Governance yang jelas mengganggu jalannya prinsip tersebut.
c. Kendala Lingkungan Bisnis, sebagaimana yang kita ketahui banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dimiliki oleh keluarga (family-owned). Dengan kondisi yang seperti ini maka tidak jarang juga penerapan prinsip Good Corporate Governance melenceng karena adanya pertimbangan dan kepentingan keluarga dalam perusahaan misalnya dalam penunjukan anggota komisaris.

Pengertian Gagal Bayar


Gagal bayar merupakan suatu peristiwa dimana dalam hukum bisa disebut juga sebagai wanprestasi. Secara umum wanprestasi merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya suatu perjanjian dikarenakan lalai atau ingkar janji dari salah satu pihak. Wanprestasi merupakan istilah bahasa dari awal bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang mempunyai arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam sebuah perjanjian. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanprestasi diartikan sebagai salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian meiliki prestasi buruk akibat kelalaiannya.
 Jadi dapat disimpulkan bahwa, wanprestasi merupakan kejadian dimana salah satu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi perjanjian yang telah disepakti akibat dari kelalaian.

Analisa Hambatan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya


PT. Asuransi Jiwasraya merupakan PT yang telah lama berdiri dan melewati beberapa masa hingga sampai sekarang, tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi tersebut tidak mengalami berbagai masalah yang terjadi. Salah satu kasus yang terbesar adalah gagal bayar klaim polis asuransi yang diajukan oleh nasabah PT. Jiwasraya yang tidak dapat dipenuhi. Kasus gagal bayar ini terjadi pada produk luncuran mereka yaitu JS Saving Plan, JS Saving Plan ini sendiri merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya.


PT. Asuransi Jiwasraya terbentuk dengan salah satu misi mereka yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik. Namun pada implemetasinya PT. Asuransi Jiwasraya banyak mengalami kasus-kasus yang harusnya jika perusahaan melakukan dengan benar prinsip tersbut maka kecil kemungkinan adanya kasus yang terjadi. timbul beberapa opini dan dugaan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya telah melanggar peraturan dan kebijakan perusahaan terkait penerapan prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran prinsip ini juga berpontensi mengakibatkan kerugian besar pada sektor perekonomian Negara Indonesia.


Hal ini menjadi bukti bahwa kurangnya atau belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance yang ada di PT. Asuransi Jiwasraya, sebagaimana berikut analisa beberapa kegagalan yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya pada 5 prinsip Good Corporate Governance dilihat dari kasus-kasus yang telah dialami :

a. Prinsip Transparansi

b. Prinsip Akuntabilitas

c. Prinsip Responsibilitas
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
Pertama, bahwa setiap perushaan tanpa terkecuali wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance, karena prinsip tersebut menjadi tolak ukur suatu perusahaan agar bisa berjalan dengan baik dan mengurasi resiko yang merugikan berbagai pihak. Namun di Indonesia masih sedikit perusahaan yang dengan baik dalam melakukan implementasi prinsip ini, hal tersebut juga bisa jadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari organ-organ perusahaan dan juga masih lemahnya kekuatan hukum untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini.
Kedua, penulisan ini juga telah menjelaskan bagaimana pengaturan prinisp Good Corporate Governance dalam Hukum Asuransi di Indonesia serta peraturan lainnya dan memberi contoh kasus serta dampak buruk ketika sebuah perusahaan tidak menerapkan prinsip Good Corporate Governance.
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